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KEMENHUT. Jumlah Satwa Buru.
Penggolongan. Penetapan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.70/Menhut-I1/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.19/MENHUT-II/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN TATA CARA

PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.19/Menhut-11/2010 telah ditetapkan
Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa
Buru;

. bahwa penggolongan jenis satwa buru sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan
keadaan dan laju pertumbuhan populasi satwa buru
saat ini sehingga perlu disempurnakan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.19/Menhut-1I/2010 tentang Penggolongan Dan Tata
Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3544);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5056);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang
Pengesahan Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
I1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
I1/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.19/MENHUT-II/2010 TENTANG
PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN
JUMLAH SATWA BURU.



